PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT [1
MOJOKERTO

PERATLURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT T[1 MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1994

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTUR DAN PENGEMUUI

DENGAN RAHMN T TUHAN YANG MAHA ESA

WAL IKOTAMADYN KEPad & DNERAH TINGEAT 11 MOJUKERTO

Men imbang : a. bahwa dengun somakin berkembanonya jumlah ken—
dar aan tidakt UOermator di Koyt amadya Daerah
Tingkat [1 Muivker to dan dalam rangka mening—
katkan keter Liban penggunaan  rendaraan  tidak
bermptor dipandang perlu  mengatur kombals
Peraturan Daerah Kotapraia Mojukerto DNaomuor 13
tabun 1957 Ltanqgoal 4 Nopessber 19357 Lonbang
Pelaksanaan Undang-—-undang Lalw Lintas Jalan dan
FPeraturarn Pemerintabh Lalu Lintas Jalan  vyang
telah diadakan heberapa kali perubahang, fara—-
khir dangan Peraturan Daerah Kotamadya Moro-—
terta Nomor 13 tahun 19268 vang  sudah tidak
sesual dengan keadaan dewasa ini H

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf
a ¥onsideran menimbang ini, perlu  ditetapkan
dan diatur tentang kendaraan tidak bermotor di
Kotamadya Daerabh  Tingkat [I Mojokerto dalam
suatu Peraturan Daerah.

Menqgingat < 1. Undeng-ursang NMomor 3 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pem=rintabhan di Daecah 3

2. Undang-umdanag Nomor 37 tabun 1930 tenlang Pam—
Lentukan  Daerah  Koka Fecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Jimur /Jawa Tengah/Jawa Barat H

. Undang-undang Nomers 12 Dril tahun 1957 tentang
Peraturan Unum Heiribus: Daerah H

4. Undang-undang Nomor 8 tabun 1981 tentany Hukum
Acara FPidana H

5. Undang—undang Namor 14 lahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

4. Peraturan Pemerintah Momor 47 tabwun 1942 Lazea—
Lang Parubahan Batas Wilayah Kotamadya [aerah
Tingkat 11 Mojokerto H

. Paraturan Pemerintah Nomor 27 tabun 1983 teon—
tang Pelaksanaan ¥Kirtab Unadang—undang Hukum
Acara Pidana ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1293 ten-

tang Prasarana Lalu Lintas Jolan H

2, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1927 ten-
tang Kendar aan dan Pengemud: H



10. Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 23 tahun
i9B46  tentang Ketentuan Usum Mengenas  Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di birgkungan Pemerintah
PQaerah

11. Feputusan Menteri Dalam Neger i Nomor 34 tahun
1993  tentang HBentuk Peraluran Daerah dan Peaar--
aturan Daerah Perubahan

12. Peraturan Daerah Kotamadya [aerah Tingkat II
Mojokerbto Nomor 1 tabun 1990 tentang FPenyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemersntah
Koulamadya Daerah Tingkat IT Moioker bto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Maojokerio,

ME™MOT IS KAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MGJD~
KERTO TENTANDG xKEMUARAGN TIDAK BEAMGTOR DAN  PENGE-~
MUDI .
A4 I

FETENTUAN LMUM

Pagal 1

Dalam Peraluran Daerab vy yang dimaksud
dengan H

a. Daerah, adalabh Kotamadya Dasrah  Tingkatb Ii
Majoukerio

b, Pemerintabh Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Mojokerto ;

. Kepala Daerah. adalah Walikotamadya ¥epala Dae-—
rabh Tingkat 11 Maojokerto ;

d. Kendaraan tidak bermotor, adalab kendaraan yang
digerakkan aleh tenaga arang atau hewan :

2. Surat Tanda MNMomor Kendaraan Tidak Bermotor,
adalah  sural bukti tanda pember ian Nomor atas
kendaraan tidak bermolor H

f. Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, adalah
Tanda Nomor Fundaraan yang dikeluyarkan oleh
Pemer suiain Kolanadva Daeraly Tingkal 11 Mojo-
fcarto H

g. Surat Iz Menygwwoudl, adalab surat izin menge—
mudi kendaraan btidak bermotor :

h. Pemilik, adalah mereka vang memiliki alau ;e
nauasal kendaraan tidak bermotar :

L. Pejabat yang ditunjuk, adalab Pejabat  Pamno-
rintah Daer ah yang dituniuk wleh Kepals Daerahs

i. Kas Daerabh, adalah Kas Pemer inlah Daeraly



k.

m.

(1)

(2)

(3)

(1}

(2}

Hewart onar 1k,  adalah kuda, lembu dan  kerbau
yvang diperaunaktan meparik gerocbak/cikar atau
dokar H

Fengemudi, adalah oarang yang sedoang mengemudi-
kan/menalanb an kendar aan Lidak bermobtor di
Jalan umum dan lelah memiliki Surat 1zin Menge—
mudi

Jalan, adalah jalan yany diperuntukkan bagi
Lalu Lintas Umum.

BABIIL
TANDA NOMOR KENDARAAN

Pasal z

Hetiap pemilikan kendaraan lLidak bermotor se—
lain sepeda wajib dilengkapi dengan Surat
Tanda Nomor Kendaraan dan  Tanda Nomor Ken—
dar aaan yang dikeluar kan oleh Kepala Daerab ;

Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan
Tanda Nonur Koendaraan Tidak Bermotor dimaksud
padla  aval (1) Pasal ini, dikeluarkan atas
per Mo b ers bere tulas  dari pemilik kendaraan
wATIY Lercanglulan dengan bentuk, warna dan
macamnya dileiapkan aleh Kepala Daerah

Balam pwrmubonan dimaksud pada avat {(2) Pasal
ini, disebulkan secara jelas :
a. Nama pemiiik H

b. alamat pemilik ;
c. Labun pemilikan H

d. macam Surat Tanda Kendaraan Tidak Bermatar
vyang dikehendaki ;

e. keterangan lain yanyg diperlukan.

Pasal 3

Surat Tanda Nomor Kendaraan tidak Bermotor dan
Tanda MNomor Kendaraan Tidak Bermotor erlaku
selama 3 (lima) tahun dan dapat diperbarui
selambat—lambatnya 1 {(satu} bulan sebelum masa
her lakunya habis ;

Tanda Naoinor Kendaraan tidak bermclor harus di—
pasanyg pada  Fendaraan di bagian vang mudah
lerlihat dengan jelas, sesuail dengan netunjuk
dan keienluan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

8 A B 1T1
PERSYORATAN KENDARAAN 1 1DAK BERMOTOR

Pasal 4

Kendaraan tidak bermotor Jjenic sepeda Y ang

dioperasikan di jalan harus dikunctruksikan  cukup
tuat sesual dengan peruntukannya  oerta dilengkapi
dengan H



a. satu buah lampu di bayian depan vanyg menyinar—
kann ke depan dengan celbayas pulih alau kuning
vany diarahkan ke depan bawah  aohiioggas Jdapat
mener angi sejauh 13 (lima belas) meter raian di
depannya  ;

b. =atu buwah lampye di bagian balakang yanu meayl
narkan ke arah belakang cabaya merah atau Satu
buah pemantul cabaya dipacang dalam posisi
tegak lurus vang memantulkan cahaysa merah
Ler ang H

C. rem yamng bekeria balk H

d. tuler atau alat poringatan dengan bunyi lainnya
v ang dapat didengar dari  jarak sekurang-—
kurangnya 1% {lima Lulas) meter.

Pasal G
Koendar aat Pidak hermolor jonils kerela yang
ditarik hewan dan beoak vang divperasikan di jalan
har us dyboncliruksikan cukup kualbt Cscouar dengan

peruntukannye werta dilenckapr dengan H

a. dua lampu alau lentera yang ditempatkan di1 se—
belah kiri dan sebhelab kanan padae yarak tidak
lebpih dari 150 (seratus lima pualuby) mi1limeber
dari bagian terluar koendaraan yang Lercangkittan
dan menyinarkan cahaya put:h atac koening ke
depan Jdan menyinarkan vahaya merah ke ocamping
dan ke arah belakang H

bh. catu bualb lampu atau lentera vany dibawa sendy-
ri oleh pengemudi atauw pendgawal yang berjalan
di wisi kendaraan tersebut untuk kereta vang
ditarik hewan atau kercta docrong

c. rem yang bekerja baik khusus untuk bhecak H

d. ganjal roda yang dapat berfungsi sebagal  rem
pada saat kereta vang ditarik hewan dan kereta
dorong berhenls atau parkir H

a. tuter atau alat peringatan lainnya dengan bunyi
lainnya thusus unluk kereta yang ditarik hewan
atau becaw.

B AB v

KETENTUAN FPEMERIKSAAN KENDARAN TIDAK BERMOTOR
DAN HEWAN PENARIK

Bagian Pariama
Pemerikcaan Kendaraan

A

FPacal [t

i1} Sctiap Kendaraan Tidabk Bermotor yaeng dJdiwopssr o

cikan di jalan wetiap tahun waiib  dipe-dta
oleh Kepala Daecrah ;

(2} Pemilik Kondaraan Tidak Hoemobor dawsoabhié an
membor tkan  kolaerangan seporlunya, pasta wakiu
diadakan pemer Lkcaan kendaraasnnya.



FPasal 7

{1} Pemeor ikuaan dilakukan antara lain dengan mema—
riksa Lenluk per lengkapan, PONEE angan, ukuran
dan mualan daor L kendaraan tidek bermotor yang

beraangkietaus H
(2) Fendaraan LiJdak bermaotor dinvatakan laik jalan
Jika kondarcan {idak bermotar tersebut  Lelah

memenull percyaratan dan ketentuan vang  telah
ditolantan,

Panal =1

(1) Sebagar oukti babhwa kendaraan tidak Lbermotor
telah diperiksakan dan dinyvatakan laik. dibha—
rikan surat dan lebel tandae pemcrikoaan H

{Z2) Beniuk, macam surat dan Icbol tanda pomer i kca-
an ditetapkan oleh Kepala Davrah -

{1) Lebel tanda pemeriksaan harus  dipoasang jracia
kondar aan di bagian yang mudah terlihat doagan
ielas, secual dengan petumiuk  dan ke les buan
yang telah ditetapkan.

Pasal 3

(1) Apabila kendaraan tidak bermotar vang dalam
pemeriksaan tidak memenuhi keblentuan  sebagai-
mana dimaksud dalam Pamsal 4 Peraturan  Daerah
ini, maka Kepala Daerab menyampaikan pemberi—
tahuan kepada Pemilik Kendaraan, agar bagian-—
bagian kendaraan vyang tidak memenubhi syaral
wasih diganli alau diperbaiki 3

{2) Setlelat perbaikan dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, dapat diadakan pemeriksaan ulang.

Pasal 10

Kepaia Dasrah dapat menyatakan suatu kenda—
raan tidak berootor tidak dapat dipakai lagi
(atkir) karena Lidak memenuhl svaral untuk di—
Jalankan, setsual  Jdengan Peraturan Perundang-
undangan yang bertaku.

Bagian Kedua
Ketenluan Hewan Panarik

Pasal 11

(1) Bagi kendaeraan Lidak bermotor yang menggunakan
hewan penarik unluk keperluan  angkutan dan
berada di jalan umum barus memsnuhi syarat dan
kelenluan yang ditetapkan melalul  suabu pe -
meriksaan  oleh Kepala Daer ah, terfhiadap  lLiswan
penarikaya 3

(2) Pemeriksaan terhadap hewan penar 1k berlaku me-—
ngikuti ketentuan sebagaimans dimaksud dalam

Pasal &4 Peraturan Dasrah ing H

{3) Setiap hewan penarik harus =



(43

{7)

(1)

(2)

(3}

a. sehat H
Bb. cukup kekuatannya H
C. Jjinak.

Atas pemeriksaan dimaksud pada  arat [ clain
{3) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menyatakan
hewan penarik pada ayvat (1) FPasal ini dapat
dipakal atau tidak dapat dipakai lanl H

Hewan penar ik vang telah dinyatakan tidak da-
palt dipakal lagi akan diberi tanda dengan ben—
luk vany akan ditelapkan oleh Kepala Deeral 3

Setiap kelengkapan hewan penarik harus serasi
dan terpelihara dengan baik, serta perkakas
yang ade di atas badan atau pada baqgian-bagian
Badan howan penar ik jangan sampali  menimbulkan
luka-luka pada hewan yang bersangkutan H

Bagi wwan zenar 1k jenis kuda, ditentukan sya-
rat—syarat sebaga: berikut H

a. fika memakal kasur kerarsihae hes: {lapak},
maka tinggi bahunya sekur ang—kurangnya 1,10

{satu koma satu noi} metes H

b. paling sedikit harus sudab Dergants 4 (em—
pat) buah gigl seri dari rabhang bawair

c. harus dipasang digalah kereta {garcel: yang

layak dan diberi pakaiarn, kendalil alau
kekang yang patut 3

d. harus dipasang kantong kotoran.
8B AB v

SURAT I7ZIN MENGEMUDRI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Bagian pertama
Fetentuan Pengemudi

Pasal 12

Seltiap pengemull kendaraan tidak bermotor
kecuals sepada vang dioperasikan  di jalan
waJjilb wmempunyal  Sucat Izin Mengemudi yang
berlaku baui kendaraan yang barsangkutan

Pengemudi dimaksud pada ayaet {1 Pasal 1nl,
harus mamenuhi syvarat-syarost kesehatan  untuk
menjalankan pekerjaaan ibu 3

Yang diizinkan aengemudikan kendaraan tidak
bermator dimaksud pada ayat (1) dan (2}
ini, adalah  seseorang yanag fridak dicabut
haknva untuk mengemudikan kendaraan torchak

bermotor dengan syarat =

Flasa!

a. sudah wmencapai umur 16 {enam belas} tahun :
b. berbadan sehat 3
. telab pahamwm akan peratucan falu Lenbas :

d. telah cakap mengemudikan kendaraan.



Bagian Kedua

Ketentuan Untuk Mendapatkar Surat Iz in Mecgomudl
Pamal ik
(1) Surat Izin Mengemud: dapat diminta sccare for-

tulis kepada Kepala Daerah ;

(2) Pemohon Surat [zin Mengemud: dimaksud puda
ayat (1) Pasal ini, diharuskan menylsy: Jaftar
isian yang telah digediakan oleh Lopala
Daerah 3

(3) Baftar isian dimaksud pada ayat {2) Pasai ini,
memuat keterangan—keterangan tentang H
a. nama iesngkap H
b. tempat dan tanggal lahir b4
Cc. alamatl z
d. pekerjaan K
e. pendidikan H
f. gulongan darah

g- Jenis JQurai Izin Mengemud: yang diindinkan.

Pasal 14

Untuk mendapalkan Surat Peinn Mengemudl,
pemahon harus melengkapi H

[P

a. Z {dua) lembar pas phaolo bitam putih {3 ¥ 21 H
L. Sural Keterangan Kesehatan dari dokber
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk
{KTP).
Bagian Ketiqga

Pengujian

Pasal 15

(1) Pemohon unluk mendapatkan Surat [zin Mengemud:
harus mengikutl uwjiian yang diadakan oteh
Kepala Daerabh g

(2) Ketentuan dan tatacara pengujian ditetapkan
oleh Kepala Daerabh

Bagian keempat

Bentuk dan ma=a ber lakunya
Surat [2zin Menoemoadl

Pasal 14

(1) Bentuk dan macam Surat Izin Meogemud:i Jdile?an-
kan aleh Kepala Daeratr

(2} Dalam Surat Tzin Mengemudi: dimabsud pada avat
(1) Pasal i1ni memuat :



d. Nama, umur, alamat dan pekerjaan, pendidik-
an dan golaongan darah H

b. tanggal pemberian Surat [z7zin Mengemudi .

Pasal 17

(1) Suratbt iLzin Mdongemudl diberikan dan  ditanda-
Langani oleh Kepala Daerah :

{2) Surat iezin Menyemudi berlaku selama 5 ¢ lima )
tahun s&jak Tanggal dikeluarkan 3

(3) Surat Izin mengemudl dapat dicabut sewak tu—

waktu apabilae pengemudi tidak mentaati per-—
alur an lalu iinlas dan ketentuan lain vyang

telah ditelapkan oleh Kepala Daerah.
Bagian Keiima
Pembaruan

Pasal - 18

Surat Izin Mengemudi ¥ ani] teiabh  beratiee
masa berlakunya, wajlb dilaporkan kepada Kepalas
Daerah alau Pejabat yvang ditunsuk unlok mendapat -
kan Surat Izin Mengemudi yang barw dengan  menye-
rahkan Surat 1zin Mengemudl yang ifama.

Pasal 19

{1) Setlama Surat Izin Mengemudi vyvang baru masih
dalam peonyelesaian oleh Kepala Dasrah  kepada
pemochon diberikarn Surat Izin Mengemudi Semen-—
tara

(2} Surat lzin Mengemud: Sementara berlaku selama
1 {satu) bulan.

Pasal 20

Untuk memperbarui Surat Izin Mengemud i
harus memenubl persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Paraturan
Daerah ini.

Pasal 21

{1} Apabila Surat lzin Mengemud: hilang, maka pe
meqgangnya harus melaporkan kepada gl -
Daerah 3

{2) Surat Izin Mengemudl yang hilang ataic -~ usas
dimaksud pada avat (1} Pasal 1Ny dart atau
rusak dapat meminta ganti kepada Kepala

Daerah ;

(3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi: yang
baru dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, pemohon
harus melengkapl persyataan sebagaimana dimak -
sud dalam Pasal 12 ayvat (3) Peraturan Daerah
ini.



{L)

(2}

(a)

(5)

(&)

(8)

B A B At

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 22
Dilarang memberikan keterangan Y Tars {idak
benar dan atau tidak lengkap pada wak Ly meng-
ajukan permohonan untuk meaor iksakan kendar aan

tidak bermotor dan mendapatkan Surst 1oan
Mengemud il H

Dilarang membuat tanda-tanda pada kendaraan
tidak bermotor dengan maksud menghiliangkan
identitas tanda pengesahan kendaraat: berr -
sebut 3

Dilarang tidak memasang tanda pemer tk-aan baik
yang telah diberikan untuk kendaraan tidak
bermotor itu atau memperygunakan/memasang tanda
vang diberikan untuk kendaraan tidak bermotor
lain H

Dilarang sebagael pengemudi mempergunakan Surat
Izin Mengemudi kepunyaan arang lain 3

Dilar ang mengemudikan kendaraan tidak bermotor
di1 Jalan umum jika tidak dapat menunjukkan
Surat izin Mengemudi yvang sah H

Dilararng mempargunakan kendaraan tidak  bermo—
tor jenis becak. untuk mengangkut H

a. lebih dari 2 (dua) orang vang telah dewan.a;

b. muatan barang yang beratnya lebih dar 00
({dua ratus) kilogram H

¢. muatan barang yana tingg: dan leharoya da-
pat menggangqu keamanan lalu lintas :

Dilarang mempergunakan kendaraan tidak hermo-
tar jenis dokar, untuk mengangkut :

a. lebih dari 2 (lima) orang vanag telah dewa -
saz

b. muatan barang yanq beratnya lebih dara 500
{lima ratus) kilogram 3

¢. muatan barang yang tingagl dan lebarnya da-
pat mengganggu keamanan lalu lintas.

Dilarang metukiskan/menempelkan/menul iskan pa—
da kendaraan bidak bermotor, yaitu H

a. gambar/ lukisan / tempelan dan tulisan yang
dapatl MENy LNQQUng perasaan s@seorang
Jgolongan H

h. gambar/lukizan dan tulisan vang aelanggar
kesusilaan.



BEAB VII
KETENTUAN RETRIBUSIT

Pasal 23

{1} Untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan,
Tanda Nomor Kendaraan, Pemeriksaan Kendaraan,
Surat Izin mengemudi dan beaya wuwjian yang
bersangkutan dikenakan retribusi sebagai
berikut =

a. ntuk memperaieh Surat Tanda Nomor Kenda-
raan., ssbesar Rp. 1.300,00 (seribu lima
ratus rupiliah) H

b. Untuk memperoleh Tanda Namor Kendaraan, se-—
hesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus ru-
N piah}) 3

. Untuk memperoleh Surat Tanda Pemeriksaan
dan tandd pemeriksaan, sebesar Rp. 1.000,00
{seribu rupiah) ;

d. Untuk memgercleh Surat Izin mengemud: . s
besar Rp. 1.300,00 {(seribu [ima ratus :u
piah) H

e. Beaya ujian, sebesar Rp. 1.000,00 (<er ibu
rupiahj.

(2} Hasil punqutan retribusi sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini , disetaor ke Kas Dae-
rabh.

B AaBH VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Barang siapa melanaggar ketentuan—ketentuan da-
lam Peraturan Daerah 1ni, diancam dengan
pidana kurunuyan selama—lamanva & (enam} bulan
atau denda sebanyak-banyvaknvya Rp. S50.000,00
(lima pulub ribu rupiah) H

(2} Tindak pidana dimaksud pada avat (1} Pasal
ini, adalah peElanggaran.

B AB [x
KETENTUAN PENYID]XAN

Pasal 23

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik imum, peny Ld Lkan
atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini
dilakukan gleh Pejabat Penyidik Peqgawasr Negeri
Sipi! di Lingkungan Pemerintah Katamadya
Daerah TVingkat II Mojokerto vyang pengangkat—
annya ditetapkan berdasarkan Peraturan Peru-—
ndang—undangan yang berlaku 3



{2 Dalam meolaksanakan tugas penyidikan, Penyidik
dimakoud pada ayvet (1) Pasal 101, berwenang H

g. wenss una ITaporan atauw pengaduan dari  sese—
orang lentang adany. Lindak pidana H

L. melakukan tindakan peortama pada saat 1tu di
tempat kejadien dan melakukan pemeriksaan

c. menyuruh berhenti tersancka dan  menanyakan
surat izin dan atau meme: tksa tanda peaoge—
nal diri tersangka

d. malakukan penyirtaan benda dan otbau suratl :
2. mengambil sidik jari dan memotrel <oneor ang

’ f. memanggll seseorang untub didengar dan o
periksa sebagarl tersangka atau saked H

a. mendatangkan ograng abhli yang diper lukan da--
lam hubungannya dengan peneriksaan perkareas;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari Penyrdik Umum bahwa
tidak terdapst cukup bukl: ateu peristica
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selantuinya melalui Penyidik Umum member i—
tahukan hal tersebut kepada Penuntut  Umuam,
Lersanagka atau keluarganya H

1. mengadakan tindakan faim menurut hukum yang
dapail diper tangoungjawabkaty.

BAB X
KETENTUAN PENUTLUF

Pasal 246

Dengan berlakunya Peraturan Daerah LTik ,
maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 13
tahun 1957 tanggal 4 Nopember 1937 tentang Polak-
sanaan Undang—undang Lalu Lintas Jalan dan  iPura—
turan Pemerintali Lalu Lintas Jelan yang telah
diadakan beberapa kali  perubaban dan  kerakhir
dengan Peraturan Daerah Kolamadya Mojoker to MNomore
13 tabhun 1948 dinyvatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Pasal 27

Hal-hal vyana belum diatur daiam Feraturan
Daerah ini. saepan]anaq many anuku b pelaksanaannya
akan diatur lebibh larnsut vieh Kepala Daer ah.

Pasal 28

Peraturan Raerabh  inl mulai berlaku pada
tanggal diundangykar .



Agar setlap orang dapat mengetahuinya,
maemerintabkan  pengqundangan Peraturan Daerah  ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotama—
dya Daerah iingkatbt I{ Mojokerto.

Ditetapkan di

Mo i okerto
pada tangogal 7

Nopember 1294

[T}

NEWNN PERWAKILAN RAKYAT DAECRAH WAL TROTAMADYA KEPALA DOTRAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINGKAT 11 MOJCORERTO
Ketua,
Cap. ttd - Cap. ttd
R. SOEHADI TEGOEH SOEJUOND, S.H.

Disahkan dengan Kepubusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa
Timur tanggal 26 Mei 1995 Nomar 277/0 Tabwn 1599,

Gon, GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I
JOWA TIMUR
“11r. Asisten Ketataprajaan

Cap. tkd.

FUTU SETIAWON, S.H.
Pembina
NIP,. 310 G577 101

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah Kotamadya Daerabr Tingbtal P
Mojyokerto Tahun 1999 Seri B pada Larnggal 21 Juni 1995 Nowur : 57H.

AL, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
MODOJAOKERTOO
Sekretaris Kotamadya Daeral:

Cap. ttd.
Drs. BOI MIN

Pembina
MIP. 010 G435 241



I1I.

PENJELASAN

ATARS

FPERATURAN DAERAH KUTAMALYA DAEARAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
NOMOR 1z TAHUN 1994

TENTANG

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DAN PENGEMUDI

Maksud dibualnya Peraturan Daerah ina adalah onbiog monatosn-
L1 Peraluran Dawrah Kotapraja Mojokerto Nomor 135 talhun [9057 Lann
gal 4 Nopewber 1937 tentang Pelaksanaen Undang—undang Leiu  Lintas

Jalan dan Peraturan Pemerinlab Lalu Linlas Jalan sebayslmana tsiah
diadakan beberapa kali perubahan, lerakhir dengan Peraturan Daerah
Kolamadya Mojokcer bto Nomor 13 Ltabun 1968 langgal 26 Juni 1948 dan
Paraturan Daerah Lareebut Uailk bentuk maupun materinyva serta
latilah—istilah yang dipakai adalah sudah tidak sesual lags dengan
perkembangan  dan  kebuluban sekarang, karena (tu perlu  diadakan
perubahan secara menyeluruh dan digyanti dengan Peraturan Daerah
induk baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup Jjelas

—&mtm&—



